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Abstract: The development of community legal clinics has become an important initiative in 
promoting access to justice for vulnerable groups in society. Vulnerable groups, which include the 
poor, women, children, people with disabilities, and minority groups, often face major obstacles 
in gaining access to a fair and equitable legal system. In this context, community legal clinics play 
a crucial role in providing affordable or even free legal assistance to those who need it. The aim of 
this service is to develop legal clinics that are needed in the community. The service method used 
in this case is the lecture method by inviting predetermined resource persons. The presenter is 
given a predetermined time to present the material. The results obtained are that there are several 
benefits from developing a legal clinic run by students. Apart from that, there is the 
implementation of the activities described as well as the impact of the development of the legal 
clinic. 

Abstrak: Pengembangan klinik hukum masyarakat telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam 
mendorong akses keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat. Kelompok rentan, yang meliputi 
masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, 
seringkali menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan akses ke sistem hukum yang adil dan 
merata. Dalam konteks ini, klinik hukum masyarakat memainkan peran krusial dalam memberikan 
bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis kepada mereka yang membutuhkannya. Tujuan 
dari pengabdian ini adalah untuk mengembangkan klinik hukum yang dibutuhkan di tengah 
masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan dalam hal ini adalah dengan metode ceramah 
dengan mengundang narasumber yang telah ditentukan. Pemateri diberikan waktu yang telah 
ditentukan untuk menyampaikan materi. hasil yang diperoleh adalah teradpat beberapa keuntungan 
dari pengembangan klinik hukum yang dijalankan oleh mahasiswa. Selain itu terdapat pelaksanaan 
kegiatan yang diuraikan serta dampak dari pengembangan klinik hukum. 

Kata Kunci: klinik hukum, keadilan, kelompok rentan 
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1. Pendahuluan  

Klinik hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Latar belakang didirikannya klinik hukum bervariasi, tergantung pada kebutuhan 

masyarakat di daerah tersebut. Selain klinin hukum, beberapa penyebutan yang terkadang 

dipergunakan di masyarakat diantaranya adalah Lembaga bantuan hukum, pusat hukum dan 

pelayanan hukum, namun meskipun menggunakan istilah yang berbeda esensi atau tugas yang 

diembannya adalah sama yaitu melayani masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Pendirian 

suatu klinik hukum tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti contoh klinik hukum 

yang didirikan di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota Semarang, pendirian klinik hukum tersebut 

dilatarbelakangi  karena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.1 Selain itu 

pendirian klinik hukum juga dapat terjadi disebabkan karena sebagai alternatif solusi untuk 

mengatasi cepatnya perubahan regulasi di tingkat pusat serta ada juga klinik hukum yang didirikan 

untuk memberikan bantuan, advokasi, dan pendampingan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia 

bagi masyarakat. 

Pentingnya pembentukan dan pengembangan Klinik Hukum tidak dapat dilebih-lebihkan, 

terutama dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Klinik Hukum bukan 

sekadar institusi yang memberikan pelayanan hukum, tetapi juga menjadi perwujudan nyata dari 

akses terhadap keadilan yang demokratis dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam 

masyarakat yang terus berubah, banyak individu dan kelompok yang menghadapi kendala dalam 

mengakses sistem hukum. Beberapa di antaranya mungkin tidak mampu secara finansial, sementara 

yang lain mungkin dihambat oleh ketidakpahaman terhadap kompleksitas hukum. Inilah titik di 

mana Klinik Hukum memainkan peran kritis.2 

Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat merupakan inisiatif strategis dalam mendekatkan 

pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tengah kompleksitas 

tatanan sosial dan hukum yang terus berkembang. Dalam era dinamika sosial saat ini, keberadaan 

klinik hukum masyarakat menjadi lebih krusial untuk memastikan bahwa hak asasi setiap individu 

diakui dan dilindungi. Keberadaan Klinik Hukum tidak dapat dipisahkan pada era yang serba digital 

ini. Sehingga tiap masyarakat tentu memerlukan kebutuhan hukum yang berbeda-beda pula. 

Beberapa alasan mengapa keberadaan klinik hukum sanagt diperlukan terutama terhadap 

kelompok masyarakat renta diantaranya; Pertama, keberadaan Klinik Hukum memberikan akses 

terhadap pelayanan hukum bagi mereka yang mungkin sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan 

panggung yang merata di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau 

sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk melibatkan diri dalam proses hukum. Kedua, Klinik 

Hukum juga berperan sebagai agen pendidikan.3 Masyarakat yang akrab dengan hak-hak dan 

tanggung jawab hukum mereka cenderung lebih berdaya dan partisipatif. Oleh karena itu, klinik 

ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman 

 
1 “Klinik Hukum UNNES,” 2023, https://unnes.ac.id/fh/penelitian-dan-pengabdian/klinik-hukum/. 
2 Romi Susilawati, Sukmareni Sukmareni, and Syaiful Munandar, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara 
Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi,” JKIH: Jurnal 
Kajian Ilmu Hukum 2, no. 1 (2023): 243–57. 
3 S H Wanodyo Sulistyani and L L M MH, “Peran Klinik Hukum Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat 
(Community Empowerment),” Diversity Of Clinical Legal Education And The Road To Social Justice, 2016, 106. 
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kepada masyarakat. Ini tidak hanya memberdayakan individu untuk mengatasi masalah hukum 

mereka sendiri, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Ketiga, dalam konteks 

pembangunan sosial yang berkelanjutan, keberlanjutan Klinik Hukum menjadi kunci. Melalui 

strategi keberlanjutan yang baik, klinik dapat menjadi mitra yang berharga bagi pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas setempat. Hal ini bukan hanya tentang memberikan 

bantuan hukum pada saat ini, tetapi juga membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan yang 

lebih adil dan inklusif. 

Pentingnya keberadaan Klinik Hukum salah satunya ialah mengetahui kompleksitas masalah 

hukum yang dihadapi oleh masyarakat terutama mereka yang berada di lapisan sosial yang lebih 

rentan.4 Masyarakat yang rentan dalam konteks ini mengacu pada kelompok masyarakat yang 

cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan, termasuk layanan 

hukum. Masyrakat rentan dimaksud diantaranya adalah masyarakat yang memiliki taraf ekonomi 

yang rendah, masyarakat pedalaman, kelompok minoritas, perempuan dan anak, penyandang 

disabilitas serta lansia yang terkadang berhadapan dengan hukum. Melihat lapisan masyarakat yang 

rentan tersebut menggambarkan bahwa Pentingnya akses terhadap keadilan tidak hanya bersifat 

teoretis tetapi juga melibatkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses 

terhadap sistem hukum dapat menyebabkan ketidakpastian, konflik, dan bahkan eskalasi masalah 

hukum menjadi lebih rumit. 

2. Metode Pelaksanaan  

Dalam mengimplementasikan pengabdian masyarakat melalui Klinik Hukum, pendekatan yang 

terencana dan holistik menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif pada 

masyarakat yang dilayani. Guna melaksanakan pengabdian secara menyeluruh maka, Pengabdian 

masyarakat diawali dengan studi menyeluruh diantaranya dengan melakukan survei, wawancara, 

serta mengidentifikasi masalah hukum yang mendesak, dan mendengarkan aspirasi serta 

kekhawatiran masyarakat. Selain itu perlunya merancang model klinik hukum yang responsive 

sehingga dapat mengetahui ragam persoalan yang ada di masyarakat. Klinik hukum yang akan di 

gagas pada pengabdian ini bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai 

penyedia klinik hukum. Guna menunjang kinerja serta mewujudkan klinik hukum yang kompeten 

serta sebagai Langkah kritis, ami memberikan pelatihan intensif bagi staf klinik, mahasiswa, dan 

sukarelawan. Ini mencakup etika pelayanan hukum, keterampilan komunikasi efektif, dan 

pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya masyarakat yang dilayani. 

Sebelum menggagas pengabdian masyarakat yang berfokus kepada pembentukan klinik hukum, 

segenap DPL dan Mahasiswa telah melakukan survey lokasi dan menemukan segenap 

permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain adalah masyarakat 

yang sedang berhadapan dan memiliki permasalahan hukum seringkali tidak menemukan jawaban 

dan bingung dalam menyelesaikan masalah tersebut baik yang muda ataupuan yang sudah lansia. 

Berawal dari keprihatinan tersebut sehingga pada pengabdian masyarakat berfokus terhadap klinik 

hukum yang akan dibuat di tengah-tengah masyarakat. Bilamana pada pengabdian masyarakat ini 

 
4 Iryana Anwar and Muslim Lobubun, “The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak’s Religious 
Court Class IIB,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2021, 139–51. 
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dianggap berhasil maka akan dilanjutkan dan disempurnakan pada adik mahasiswa di kemudian 

hari.   

3. Hasil dan Pembahasan  

Dalam sebuah masyarakat yang demokratis, akses yang merata terhadap keadilan merupakan 

pondasi yang tak tergantikan dalam menegakkan keberlanjutan sistem hukum. Namun, 

kenyataannya, akses tersebut sering kali menjadi hak yang terbatas, terutama bagi mereka yang tidak 

memiliki sumber daya finansial yang memadai. Di sinilah pentingnya klinik hukum muncul, sebagai 

wadah yang menawarkan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkannya, tanpa 

memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka.5 

Klinik hukum masyarakat adalah inkarnasi dari prinsip keadilan sosial, yang menegaskan bahwa 

semua individu, tak peduli latar belakang atau kekayaan, berhak mendapatkan perlakuan yang adil 

di mata hukum. Dengan menyediakan layanan hukum secara pro bono atau dengan biaya yang 

terjangkau, klinik hukum masyarakat memainkan peran penting dalam membawa keadilan kepada 

mereka yang membutuhkan. 

Penting untuk diakui bahwa masalah hukum dapat memengaruhi siapa saja, tanpa memandang 

status atau latar belakang sosial. Dari masalah perumahan hingga hak asasi manusia, dari masalah 

keluarga hingga perburuhan, setiap individu memiliki potensi untuk mengalami situasi yang 

membutuhkan bantuan hukum. Namun, bagi banyak orang, biaya konsultasi dengan seorang 

pengacara atau melibatkan diri dalam proses hukum bisa menjadi beban yang tak terjangkau. 

Dalam konteks ini, klinik hukum masyarakat menjadi jembatan yang menghubungkan individu 

dengan hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Dengan menyediakan akses ke layanan 

hukum yang terjangkau atau gratis, klinik hukum masyarakat bukan hanya memenuhi kebutuhan 

praktis, tetapi juga mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang mendasari sistem 

hukum. 

Dalam uraian berikutnya, kami akan membahas lebih lanjut tentang peran klinik hukum masyarakat 

dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki biaya dalam mencari keadilan berdasarkan 

undang-undang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan misi tersebut. 

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bersifat Klinik Hukum  

Seiring waktu yang semakin berkembang serta Dalam panorama hukum yang semakin kompleks 

dan beragam, masyarakat seringkali dihadapkan pada tantangan akses terhadap sistem hukum. 

Tantangan serta hambatan tersebut yang membuat masyarakat sulit dalam menghadapi dan 

memahami hukum apabila dihadapkan oleh hukum. Dalam konteks ini, Klinik Hukum muncul 

sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang lapisan sosial 

atau ekonomi, memiliki akses yang setara dan adil terhadap keadilan. Seperti kita ketahui bahwa 

selayaknya hukum tidak tajam kebawah dan tumpul keatas yang berarti sering menindas terhadap 

yang lemah namun tidak berlaku terhadap orang yang memiliki kedudukan dan jabatan. Kemudian 

 
5 Deni Kamaludin Yusup, H Ahmad Fathonih, and Hamnach Burhanuddin, “Model Pengembangan Klinik Bantuan 
Hukum Universitas” (Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016). 
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memperhatikan salah satu peran hukum yakni melindungi kepentingan masyarakat yang tidak 

mampu sehingga tidak memandang kasta dan golongan seseorang.  

Tim terbentuk menjadi dua kelompok dimana tiap kelompok terdiri dari Ketua dan tujuh anggota 

yang bergerak menuju lokasi dimaksud dalam rangka melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Sebelum bergerak menuju lokasi tentu segenap tim yang akan ditempatkan telah melakukan studi 

menyeluruh tentang kebutuhan hukum masyarakat. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, atau 

fokus kelompok untuk memahami masalah hukum yang dihadapi dan tingkat pemahaman hukum 

di kalangan masyarakat. Melalui studi yang telah dilaksanakan tersebut mahasiswa yang telah 

dikelompokkan berdasarkan tim tertentu akan  merancang model klinik hukum yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup penentuan jenis layanan, struktur 

operasional, dan lokasi yang optimal. Dalam klinik hukum ini pula akan melibatkan segenap 

Lembaga Pendidikan yang dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.  

Langkah konkret yang dilakukan oleh segenap tim adalah yang pertama adalah melakukan 

pendirian serta pengembangan model klinik hukum. Melalui pengembangan model klinik hukum 

ini Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan praktisi hukum untuk 

merancang model klinik hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang 

dilayani. Ini mencakup penentuan jenis layanan, struktur operasional, dan lokasi yang strategis. 

No  Jenis Layanan  Deskripsi  Pelaksanaan  

1 Konsultasi Hukum Memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk 

berkonsultasi langsung dengna 

ahli hukum tentang 

permasalahan hukum mereka  

Menyediakan sesi 

konsultasi dengna ahli 

hukum atau mahasiswa 

yang telah mendapatkan 

beasiswa  

2 Penanganan Kasus 

Sederhana   

Menangani kasus-kasus hukum 

sederhana seperti kontrak 

kecil, masalah sewa atau 

konsumen  

Menetapkan tim 

mahasiswa, dosen atau 

pengacara dalam 

menangani kasus 

3 Penyuluhan hukum dan 

literasi hukum  

Menyelenggarakan seminar, 

lokakarya guna meningkatkan 

literasi hukum  

Mahasiswa merancang 

dan menyampaikan 

penyuluhan dari berbagai 

topik hukum  

4 Mediasi dan penyelesaian 

sengketa  

Memberikan layanan mediasi 

untuk menyelesaikan sengketa 

tanpa harus melibatkan 

pengadilan  

Melibatkan mahasiswa 

yang terlatih sebagai 

mediator untuk 

membantu para pihak 

yang bersengketa guna 

mencapai kesepakatan  

 
 

5 Pendampingan hukum  Memberikan pendampingan 

hukum untuk mendukung 

individu dalam proses hukum  

Menetapkan tim 

mahasiswa hukum atau 

advokat pendamping 



92 
 

 

guna membantu klien 

dalam persiapanm 

penanganan kasus dan 

kehadiran di pengadilan.  

  

Berikut adalah struktur operasional dalam pengembangan klinik hukum  

No  Struktur Operasional Deskripsi 

1 Pengelolaan Kasus   Membangun sistem manajemen kasus untuk 

melacak dan mengelola setiap kasus. 

2 Kemitraan dengan Praktisi Hukum   Berkolaborasi dengan praktisi hukum yang 

berpengalaman untuk memberikan panduan. 

3 Pelatihan Mahasiswa dan Pengacara 

Pendamping 

Melakukan pelatihan rutin untuk mahasiswa dan 

advokat pendamping. 

4 Sistem Pengaturan Waktu dan Jadwal   Menentukan waktu operasional dan menata 

jadwal untuk menanggapi kebutuhan masyarakat. 

5 Evaluasi Dampak dan Kepuasan 

Klien 

Mengevaluasi dampak layanan klinik hukum dan 

mendapatkan umpan balik dari klien 

6 Sistem Pendanaan dan Penggalangan 

Dana 

Membangun model keberlanjutan finansial untuk 

klinik hukum. 

7 Hubungan dengan Komunitas dan 

Pemerintah Lokal 

Membangun kemitraan dengan komunitas dan 

pemerintah lokal. 

Hal utama yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis klinik 

hukum ini adalah dengan melaksanakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif yang 

dilakukan oleh segenap mahasiswa mencakup melibatkan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan terkait jenis layanan yang disediakan, waktu operasional, dan strategi pemasaran. 

Pentingnya pendekatan partisipatif ini dapar mempengaruhi seberapa besar minat dan antusias 

masyarakat dalam berpartisipasi dalam klinik hukum yang akan di kembangkan.  

3.2. Evaluasi Dampak Klinik Hukum terhadap Masyarakat  

Sebagai salah satu upayan untuk menegakkan keadilan social serta meningkatkan akses terhadap 

system hukum, peran klinik hukum telah menjadi pilar utama untuk memberikan bantuan hukum 

yang merata dan terjangkau kepada masyarakat. Klinik hukum tidak sekadar menyediakan layanan 

hukum; ia membentuk jembatan penting antara teori hukum dan aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari.6 Seperti yang telah diketahui permasalahan hukum yang sedang berkembang di 

masyarakat semakin kompleks dan seringkali terjadi kesenjangan yang terjadi disebabkan karena 

finansial yang dimiliki oleh masyarakat yang menyebabkan seringkali masyarakat merasa dirugikan. 

Sehingga hal inilah yang mengantarkan terbentuknya klinik hukum.  

 
6 Daud Yaferson Dollu and Alexander Simon Pally, “Klinik Hukum, Konsultasi Hukum Gratis Di Desa Penfui Timur 
Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Dan Desa Penfui Timur,” AMMA: Jurnal Pengabdian 
Masyarakat 1, no. 11 (2022): 1616–20. 
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Evaluasi dampak klinik hukum adalah proses menyeluruh untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, 

dan kontribusi klinik hukum terhadap masyarakat yang dilayani. Hal ini sangat penting menimbang 

tingkat kepuasan masyarakat dan keberhasilan dari klinik hukum yang merupakan salah satu 

program dari pengabdian masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi dapat dilakukan dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran lengkap tentang dampak yang 

dihasilkan. 

Sebagai bagian integral dari program pengabdian masyarakat, evaluasi dampak klinik hukum 

menjadi sebuah perjalanan mendalam untuk memahami sejauh mana kegiatan ini mencapai tujuan 

mulia dalam memberikan pelayanan hukum yang bermakna. Pengkajian ini tidak terbatas pada 

statistik dan angka, meskipun kuantifikasi dampak adalah bagian yang tak terelakkan.7 Lebih dari 

itu, evaluasi ini mencoba menjelajahi jejak harapan yang ditanamkan, tantangan yang dihadapi, dan 

transformasi yang diinspirasi oleh klinik hukum.  

Pada dasarnya, evaluasi dampak klinik hukum adalah sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana 

setiap kasus yang ditangani oleh klinik memiliki potensi untuk mengubah takdir, bagaimana 

kesadaran hukum yang ditingkatkan dapat meresap ke dalam struktur sosial, dan bagaimana peran 

mahasiswa dan pengacara pendamping dalam klinik menjadi perwujudan nyata dari misi keadilan. 

No  Matrik kuantitatif  Hasil  

1 Jumlah Kasus yang Ditangani   5 kasus 

2 Persentase Keberhasilan Penyelesaian 65% 

3 Tingkat Kepuasan Klien   55% 

4 Peningkatan Kesadaran Hukum 80%   

 

Tabel ini memberikan gambaran singkat dari metrik kuantitatif yang diukur dan hasil yang 

diperoleh berdasarkan data yang diberikan. Jumlah kasus yang ditangani adalah 5, dengan tingkat 

keberhasilan penyelesaian sebesar 65%, tingkat kepuasan klien sebesar 55%, peningkatan 

kesadaran hukum sebesar 80%.  

No  Pendekatan  Deskripsi  Hasil  

1 Analisis Kasus-

Kasus Studi 

Mengeksplorasi perjalanan 

individu atau kelompok yang 

berinteraksi dengan klinik 

hukum. 

Memberikan wawasan mendalam 

tentang bagaimana klinik hukum 

merubah takdir dan memberikan 

solusi konkret 

2 Wawancara 

dengan Pihak 

Terlibat 

Melibatkan wawancara dengan 

klien, mahasiswa, pengacara 

pendamping, dan pihak terlibat 

lainnya. 

Memberikan pemahaman yang kaya 

tentang pengalaman individu, 

tantangan yang dihadapi, dan 

dampak secara pribadi 

3 Kontribusi 

pada Perubahan 

Kebijakan 

Menganalisis apakah klinik 

hukum memberikan kontribusi 

Melalui keterlibatan aktif dan 

advokasi, klinik hukum dapat 

memainkan peran kunci dalam 

 
7 Moh Aminuddin, “Pemanfaatan Lembaga Klinik Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” Media Bina Ilmiah 
13, no. 6 (2019): 1303–12. 
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pada perubahan kebijakan di 

tingkat lokal atau regional. 

perubahan kebijakan mendukung 

keadilan. 

4 Pengaruh pada 

Masyarakat   

Melakukan observasi dan analisis 

terhadap dampak klinik hukum 

pada tingkat masyarakat 

Memberikan wawasan tentang 

bagaimana klinik menciptakan 

perubahan sosial, meningkatkan 

kesadaran masyarakat, dan 

merangsang dialog tentang keadilan 

 

4. Kesimpulan  
Evaluasi dampak klinik hukum mengungkapkan narasi yang kaya dan mendalam tentang peran luar 

biasa yang dimainkan oleh klinik ini dalam melayani masyarakat. Melalui kombinasi pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif, kita dapat mencapai pemahaman yang holistik tentang kontribusi klinik 

hukum terhadap keadilan dan akses terhadap sistem hukum. 

Dari segi kuantitatif, kita melihat bahwa klinik hukum tidak hanya menangani kasus secara efisien 

dengan tingkat keberhasilan yang memuaskan, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi positif 

pada masyarakat yang dilayani. Peningkatan kesadaran hukum, tercermin dari peningkatan 

persentase yang signifikan, menggambarkan keberhasilan dalam mendidik dan memberdayakan 

masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. 

Namun, lebih dari angka dan statistik, pendekatan kualitatif memberikan warna dan kedalaman 

pada narasi ini. Melalui analisis kasus-kasus studi, kita melihat bahwa klinik hukum bukan hanya 

tempat untuk menyelesaikan masalah hukum; ia adalah agen perubahan yang mengubah hidup 

individu dan kelompok. Wawancara dengan pihak terlibat menggambarkan rasa terima kasih dan 

harapan yang tumbuh dari pelayanan klinik. Kontribusi pada perubahan kebijakan menegaskan 

bahwa klinik hukum bukan hanya untuk menanggulangi masalah; ia juga berperan dalam 

membentuk struktur hukum yang lebih adil. 

Pengaruh pada masyarakat, yang diamati dan dianalisis, tidak hanya menciptakan perubahan 

perilaku tetapi juga merangsang dialog masyarakat tentang keadilan. Klinik hukum bukan hanya 

penyedia layanan hukum; ia adalah motor perubahan sosial. 

Dengan demikian, hasil evaluasi ini bukan hanya tentang menilai efektivitas operasional klinik 

hukum, tetapi juga tentang merangkai cerita keberhasilan, tantangan yang diatasi, dan visi masa 

depan yang tercipta. Klinik hukum, melalui pengabdian masyarakatnya, tidak hanya menjadi 

penyelesaian kasus-kasus hukum; ia adalah katalisator perubahan untuk keadilan yang lebih luas. 

Daftar Pustaka 
Jurnal  

Aminuddin, Moh. “Pemanfaatan Lembaga Klinik Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” 
Media Bina Ilmiah 13, no. 6 (2019): 1303–12. 

Anwar, Iryana, and Muslim Lobubun. “The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at 
Biak’s Religious Court Class IIB.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2021, 139–51. 

Dollu, Daud Yaferson, and Alexander Simon Pally. “Klinik Hukum, Konsultasi Hukum Gratis Di 



95 
 

 

Desa Penfui Timur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Dan Desa Penfui 
Timur.” AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 11 (2022): 1616–20. 

Susilawati, Romi, Sukmareni Sukmareni, and Syaiful Munandar. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan 
Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Bukittinggi.” JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 1 (2023): 243–57. 

Wanodyo Sulistyani, S H, and L L M MH. “Peran Klinik Hukum Dalam Upaya Pemberdayaan 
Masyarakat (Community Empowerment).” Diversity Of Clinical Legal Education And The Road 
To Social Justice, 2016, 106. 

Website  

“Klinik Hukum UNNES,” 2023. https://unnes.ac.id/fh/penelitian-dan-pengabdian/klinik-
hukum/. 

Yusup, Deni Kamaludin, H Ahmad Fathonih, and Hamnach Burhanuddin. “Model 
Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.” Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung, 2016. 

 

 


